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Latar Belakang Masalah

Kecenderungan bisnis modern untuk melakukan aktifitas sosial
telah merubah arah bisnis. Dunia bisnis yang selama ini terkesan profit-
oriented (hanya mencari untung) meskipun pada dasarnya bisnis adalah
suatu organisasi yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang dijual
dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan (Profit) (Ebert dan Griffin,
2011 dalam Sunardi dan Anita, 2015). Bisnis yang beretika adalah bisnis
yang memiliki komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial yang
sudah berjalan. Kontrak sosial merupakan janji yang harus ditepati. Dalam
dunia bisnis Islami bahwa serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai
bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan (barang/jasa) termasuk
profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan
hartanya karena aturan halal dan haram (lihat. QS. 2:188, 4:29).

Transaksi syariah berdasarkan pada paradigma dasar bahwa alam
semesta dicipta oleh Tuhan sebagai amanah dan sarana kebahagiaan hidup
bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara
material dan spiritual. Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas
umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai illahiah yang menempatkan
perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan
salahnya aktivitas usaha. Selain itu dalam muamalah sosial/derma atau
bisnis harus dilandasi oleh akad yang disepakati. Dalam hal ini terdapat dua
akad yaitu akad tabarru’ dan akad tijaroh. Akad tabarru’ adalah transaksi
yang digunakan untuk tujuan saling menolong dalam rangka berbuat
kebajikan (Non for Profit Transaction). Dalam akad tabarru’ pihak yang
berbuat kebajikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun, sebab

imbalannya datang dari Allah. Namun ia boleh meminta cost sekedar



menutupi biaya (cover the cost), tapi tidak boleh sedikitpun mengambil laba
dari akad tabarru’. Bila mengambil untung, namanya bukan lagi tabarru’,
tetapi tijarah. Akad tijaroh adalah transaksi yang digunakan untuk mencari
keuntungan bisnis (For Profit Transaction).

Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah
(transaksi syariah) mengikat secara hukum dan merupakan amanah bagi
semua pelaku dan stakeholder entitas yang melakukan transaksi syariah.
Menurut Dr.Abdul Sattar Fathullah Sa’id dalam Agustianto menyebutkan
bahwa ajaran muamalah adalah bagian paling penting (dharuriyat) dalam
ajaran Islam. Sebagaimana yang ia tuturkan dalam kitab Al-Mu amalah fil
Islam “ bahwa diantara unsur dharurat (masalah paling penting) dalam
masyarakat manusia adalah “Muamalah”, yang mengatur hukum antara
individu dan masyarakat. Karena itu syariah ilahiyah datang untuk mengatur
muamalah di antara manusia dalam rangka mewujudkan tujuan syariah dan
menjelaskan hukumnya kepada mereka bahwa semua muamalah boleh,
selama tidak ada dalil yang melarangnya. Dan seperti hadist Rasulullah
berikut “Yang halal adalah apa yang Allah halalkan dalam kitabNya, yang
haram adalah yang Allah haramkan dalam kitabNya, dan apa saja yang di
diamkanNya, maka itu termasuk yang dimaafkan.” (HR. At Tirmidzi No.
1726). Menurut ulama Abdul Sattar di atas, para ulama sepakat tentang
mutlaknya ummat Islam memahami dan mengetahui hukum muamalah
maliyah (ekonomi syariah). Selain itu menurut Husein Shahhathah (Al-
Ustaz Universitas Al-Azhar Cairo) dalam buku Al-lltizam bi Dhawabith
asy-Syar’iyah fil Muamalat Maliyah (2002) dalam Agustianto mengatakan,
“Figh muamalah ekonomi, menduduki posisi yang sangat penting dalam
Islam. Tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam aktivitas muamalah,
karena itu hukum mempelajarinya wajib ‘ain (fardhu) bagi setiap muslim.
Dalam bidang muamalah maliyah ini, seorang muslim berkewajiban
memahami bagaimana ia bermuamalah sebagai kepatuhan kepada syari’ah
Allah. Jika ia tidak memahami muamalah maliyah ini, maka ia akan

terperosok kepada sesuatu yang diharamkan atau syubhat, tanpa ia sadari.



Seorang Muslim yang bertagwa dan takut kepada Allah swt, harus berupaya
keras menjadikan muamalahnya sebagai amal shaleh dan ikhlas untuk Allah
semata” Memahami/mengetahui hukum muamalah maliyah wajib bagi
setiap muslim, namun untuk menjadi expert (ahli) dalam bidang ini
hukumnya fardhu kifayah. Khalifah Umar bin Khattab berkeliling pasar dan
berkata : ““Tidak boleh berjual-beli di pasar kita, kecuali orang yang
benar-benar telah mengerti figh (muamalah) dalam agama Islam”
(H.R.Tarmizi). Karenanya akhlak merupakan norma dan etika yang berisi
nilai-nilai moral seperti kejujuran dalam interaksi sesama makhluk agar
hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergi dan harmonisasi.

Oleh sebab itu, suatu organisasi hendaknya merubah citra-nya
menjadi organisasi yang memiliki tanggung jawab sosial terhadap
masyarakat dan lingkungan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan
menggelar aktifitas Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung
jawab Sosial Perusahaan (TSP). CSR (Coporate Social Responsibilty) tidak
lagi ditempatkan dalam ranah sosial dan ekonomi sebagai imbauan, tetapi
masuk ranah hukum yang ‘memaksa’ perusahaan ikut aktif memperbaiki
kondisi dan taraf hidup masyarakat.

Disahkannya Rancangan Undang-Undang Perseroan Terbatas
(RUU PT) telah menuai pro-kontra, terutama terhadap Pasal 74 tentang
Aturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yang rumusannya,
“perseroan di bidang/berkaitan dengan SDA (Sumber Daya Alam) wajib
melaksanakan CSR (Coporate Social Responsibilty) dan bagi perseroan
yang tidak melaksanakan wajib CSR dikenai sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan”. Saat ini, implementasi CSR tidak hanya sekedar
upaya perusahaan untuk membayar utang sosial yang diakibatkan oleh
proses bisnisnya, melainkan menjadi sebuah tanggung jawab sosial yang
menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakannya. Bahkan lebih
jauh dari itu, CSR seakan ditujukan untuk berlomba meningkatkan nilai dan
citra perusahaan di mata pasar yang berujung pada komersialitas

perusahaan.



Selain itu, CSR tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang
berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan (corporate value)
yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja. Tetapi tanggung jawab
perusahaan harus berpijak pada triple bottom line yaitu profit (Keuntungan),
people (sosial) dan planet (lingkungan). Kondisi keuangan saja tidak cukup
menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (sustainable).
Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan
memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup serta keberadaan Allah
SWT. Terdapat beberapa prinsip yang sebetulnya menggambarkan adanya
hubungan antara manusia dan Penciptanya, yaitu Allah SWT. Prinsip-
prinsip ini adalah berbagi dengan adil, rahmatan lil alamin (rahmat bagi
seluruh alam), dan maslahah (kepentingan masyarakat). Menurut
AlGhazali, prinsip-prinsip ini sebetulnya punya keterkaitan yang kuat
dengan tujuan ekonomi syariah yang mengedepankan kepentingan
masyarakat banyak (maslahah) (Chapra, 2007: 6).

Penerapan maslahah dalam ekonomi Islam (muamalah) memiliki
ruang lingkup yang lebih luas dibanding ibadah. Sehingga Kemaslahatan
dalam bidang muamalah dapat ditemukan oleh akal / pemikiran manusia
melalui ijtihad. Misalnya, akal manusia dapat mengetahui bahwa curang dan
menipu dalam kegiatan bisnis adalah perilaku tercela. Demikian pula
praktik riba. Para filosof Yunani yang hidup di zaman Kklasik, bisa
menemukan dengan pemikirannya bahwa riba adalah perbuatan tak
bermoral yang harus dihindari.

Al maslahah sebagai salah satu model pendekatan dalam ijtihad
menjadi sangat vital dalam pengembangan ekonomi Islam dan siyasah
igtishadiyah (kebijakan ekonomi). Maslahah adalah tujuan yang ingin
diwujudkan oleh syariat. Maslahah merupakan esensi dari kebijakan-
kebijakan syariah (siyasah syar iyyah) dalam merespon dinamika sosial,
politik, dan ekonomi. Maslahah "ammah (kemaslahatan umum) merupakan
landasan muamalah, yaitu kemaslahatan yang dibingkai secara syar’i, bukan

semata-mata profit motive dan material rentability sebagaimana dalam



ekonomi konvensional. Dengan demikian, pengembangan ekonomi Islam
dalam menghadapi perubahan dan kemajuan bermuamalah yang pesat
haruslah didasarkan kepada maslahah. Jadi , untuk mengembangkan
ekonomi Islam, para ekonom muslim cukup dengan berpegang kepada
maslahah. Karena maslahah adalah saripati dari syari’ah. Para ulama
menyatakan “di mana ada maslahah, maka di situ ada syari’ah Allah .
Artinya, segala sesuatu yang mengandung kemaslahatan, maka di
itulah syari’ah Allah. Dengan demikian maslahah adalah konsep paling
utama dalam syariat Islam. Dalam muamalat, dijelaskan secara luas illat,
rahasia dan tujuan kemaslahatan suatu hukum muamalat. Ini mengandung
indikasi agar manusia memperhatikan kemaslahatan dalam bidang
muamalat dan tidak hanya berpegang pada tuntutan teks nash semata,
karena mungkin suatu teks ditetapkan berdasarkan kemaslahatan tertentu,
kondisi, adat, waktu dan tempat tertentu. Sehingga ketika maslahah berubah
maka berubah pula ketentuan muamalah (perekonomian).

Semua aktivitas dan perilaku dalam perekonomian acuannya adalah
maslahah. Jika di dalamnya ada kemaslahatan, maka hal itu dibenarkan dan
dianjurkan oleh syari’ah. Sebaliknya jika di sana ada kemudratan dan
mafsadah, maka prakteknya tidak dibenarkan, seperti ihtikar , spekulasi valas
dan saham, gharar, judi, dumping, dan segala bisnis yang mengandung riba.
Demikian pula dalam membicarakan perilaku konsumen dalam kaitannya
dengan utility. Dalam ekonomi konvensional, tujuan konsumen adalah untuk
memaksimalkan utility, sedangkan dalam ekonomi Islam untuk
memaksikumkan maslahah. Utility adalah sebuah konsep yang kepuasaan
(manfaatnya) bersifat material dan keduniaan belaka, sedangkan maslahah
adalah utility yang mengandung unsur-unsur akhirat, bersifat spiritual dan
transcendental serta sebuah pertanggungjawaban sosial.

Pelaksanaan CSR dalam Islam juga merupakan salah satu upaya
mereduksi permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat
dengan mendorong produktivitas masyarakat dan menjaga keseimbangan

distribusi kekayaan di masyarakat. Islam mewajibkan sirkulasi kekayaan



terjadi pada semua anggota masyarakat dan mencegah terjadinya sirkulasi
kekayaan hanya pada segelintir orang (Yusanto dan Yunus, 2009:165-169).
Allah Berfirman : “....supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang
Kaya saja di antara kamzu... ” (QS. Al hasyr: 7).

Praktik CSR dalam Islam menekankan pada etika bisnis islami.
Operasional perusahaan harus terbebas dari berbagai modus praktik korupsi
(fight agains corruption) dan memberi jaminan layanan maksimal sepanjang
ranah operasionalnya, termasuk layanan terpercaya bagi setiap produknya
(provision and development of safe and reliable products). Hal ini yang
secara tegas tercantum dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman: “.... Maka
sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan
bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya,....” (QS. al-A’raf
ayat 85).

Selain menekankan pada aktivitas sosial di masyarkat, Islam juga
memerintahkan praktik CSR pada lingkungan. Lingkungan dan pelestarianya
merupakan salah satu inti ajaran Islam. Prinsip-prinsip mendasar yang
membentuk filosofi kebajikan lingkungan yang dilakukan secara holistik oleh
Nabi Muhamad SAW adalah keyakinan akan adanya saling ketergantungan
di antara makhluk ciptaan Allah. Karena Allah SWT menciptakan alam
semesta ini secara terukur, baik kuantitatif maupun kualitatif (lihat QS. Al
Qamar: 49) dan dalam kondisi yang seimbang (QS. Al Hadid:7). Sifat saling
ketergantungan antara makhluk hidup adalah sebuah fitrah dari Allah SWT.
Dari prinsip ini maka konsekuensinya adalah jika manusia merusak atau
mengabaikan salah satu bagian dari ciptaan Allah SWT, maka alam secara
keseluruhan akan mengalami penderitaan yang pada akhirnya juga akan
merugikan manusia. Allah SWT berfirman: “telah nampak kerusakan di
darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah
merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar
mereka kembali (ke jalan yang benar.” (QS. Ar Rum:41)

CSR sudah menjadi wacana yang semakin umum di Indonesia. hal ini

dapat kita lihat maraknya unit-unit bisnis yang menerapkan praktek



pengungkapan CSR tersebut. hal tersebut dapat terlihat dalam pasar modal
dengan mulai adanya penerapan indeks yang memasukkan kategori saham -
saham perusahaan yang telah memperaktekkan CSR. sebagai contoh, New
York Stock Exchange memiliki Dow Jones Sustainability Index (DJSI),
London Stock Exchange memiliki Socially Responsible Investment (SRI)
Index dan Financial Times Stock Exchange (FTSE) memiliki FTSE4 Good.
inisiatif ini bahkan mulai diikuti otoritas bursa saham di Asia, seperti
Hanseng Stock Exchange dan Singapore Stock Exchange.

Di Indonesia, unit bisnis yang terdaftar di bursa efek secara umum
terbagi dua (2) yakni bisnis syariah dan non-syariah. Bisnis syariah yang Kini
berkembang pun tidak luput dari kewajibannya dalam melaksanakan
sekaligus melaporkan kegiatan CSR-nya. Sifat khas yang dimiliki bisnis
syariah menuntut adanya pelaksanaan dan pelaporan CSR yang disesuaikan
dengan sumber syariah itu sendiri yakni Al Qur'an dan Al Hadist. ketiadaan
standar CSR secara syariah menjadikan pelaporan CSR perusahaan syariah
menjadi tidak seragam dan terstandar. adapun standar yang dikeluarkan oleh
AAOQIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial
Institutions) tidak dapat dijadikan sebagai suatu standar pengungkapan CSR
karena tidak menyebutkan keseluruhan item-item terkait CSR yang harus
diungkapkan suatu perusahaan. sehingga sejauh ini pengukuran CSR masih
mengacu kepada Global Reporting Initiative Index (Index GRI). Sebetulnya
jika perusahaan — perusahaan banyak mengungkapan akhir-akhir ini marak
diperbincangkan mengenai Islamic Social Reporting Index (selanjutnya
disebut indeks ISR).

Indeks ISR dianggap sebagai tolak ukur pelaksanaan kinerja
perusahaan yang berisi kompilasi item-item standar CSR yang ditetapkan
oleh AAOIFI yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti
mengenai item-item CSR yang seharusnya diungkapkan oleh suatu entitas
Islam, Indeks ISR diyakini dapat menjadi pijakan awal dalam hal standar
pengungkapan CSR yang sesuai dengan pijakan Islam. Pengukuran kinerja

sosial dengan menggunakan ISR sudah diterapkan oleh perusahaan-



perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia (Othman, 2010). Dalam
penelitian ini, peneliti mengadopsi item-item indeks ISR yang diterapkan
Othman di Bursa Malaysia. Peneliti mengadopsi item-item ISR Othman
adalah untuk melihat bagaimana indeks ISR jika diterapkan di perusahaan-
perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII).

Salah satu instrument syariah di Indonesia yang identik terkait dengan
pasar modal adalah Jakarta Islamic Index (JII). JII menghitung indeks harga
rata-rata saham untuk jenis saham-saham yang memenuhi Kriteria syariah.
Jakarta Islamic Index (JI1) merupakan indeks yang terdiri dari 30 saham yang
paling likuid. Pada periode 2015, Jakarta Islamic Index (JII), ditutup pada
599,44 poin atau menurun sebesar 13,26%, dibandingkan pada akhir tahun
2014 sebesar 691,04 poin. Sementara itu, kapitalisasi pasar untuk saham-
saham yang tergabung dalam JII pada periode yang sama sebesar Rp1.726,02
triliun atau 35,61% dari total kapitalisasi pasar seluruh Saham (Rp 4,846,73
triliun). Nilai kapitalisasi pasar saham yang tergabung dalam JII pada 29
Desember 2015 tersebut mengalami penurunan sebesar 12,57%, jika
dibandingkan kapitalisasi pasar saham JII pada akhir tahun 2014 sebesar Rp
1.944,53 triliun. Berikut perkembangan indeks JII di Bursa Efek Indonesia
dari tahun 2011 sampai tahun 2015.

Tabel 1.1
Perkembangan Indeks JllI
Di Bursa Efek Indonesia (BEI)

PERIODE INDEKS KAPITALISASI PASAR (Rp. Triliun)
2011 537.03 1,414,99
2012 594.79 1,671,01
2013 585.11 1,672,10
2014 691.04 1,944,53
2015 599.44 1,726,02

Sumber ; www.idx.co.id


http://www.idx.co.id/

Dengan perkembangan saham syariah diatas yang termasuk ke dalam
Jakarta Islamic Index (JI1) yang terus mengalami peningkatan meskipun di
tahun 2015 mengalami penurunan, menyebabkan saham syariah mulai dilirik
para investor. Hal ini akan berdampak pada semakin tingginya tingkat
persaingan yang dihadapi oleh peusahaan. Dengan ini perusahaan perlu
meningkatkan kualitas pelaporannya tidak hanya dari segi laporan keuangan
tetapi juga dari segi pelaporan tanggung jawab sosialnya. Perusahaan -
perusahaan yang terdaftar di JII mengalami perkembangan yang signifikan
diharapkan mampu menyajikan suatu dimensi religi yang termasuk dalam
pengungkapan laporan tanggung jawab sosial perusahaannya yang akan
bermanfaat bagi investor muslim maupun pihak lain yang terkait.

Motivasi dalam penelitian ini dilihat dari beberapa aspek, yang
pertama adalah menurut Haniffa (2002), ISR merupakan upaya pelaporan
aspek-aspek sosial dalam aktivitas lembaga keuangan syariah dalam
perspektif Islam yang dijadikan sebagai sebuah alternatif untuk mereduksi
kelemahan-kelemahan dalam praktik di lembaga keuangan syariah.
Pelaporan sosial dalam perspektif Islam merupakan suatu proses
pengidentifikasian, penyediaan, dan upaya mengkomunikasikan informasi-
informasi sosial dan aktivitas lain yang terkait yang sejalan dengan kebutuhan
informasi bagi pengambil keputusan sebagai bentuk pertanggungjawaban
kepada Allah dan umat dalam arti yang luas, untuk meningkatkan
transparansi pengelolaan bisnis dihadapan umat Muslim, dan untuk mencapai
keridhaan Allah.

Yang kedua adalah penting kiranya bagi kita untuk memahami konsep
maslahah, yang menjadi salah satu pilar penting dalam ekonomi dan bisnis
syariah. Maslahah merupakan sebuah konsep yang berangkat dari tujuan
utama syariat Islam, yang dikenal sebagai magashid as-syariah. Menurut
Imam As-Syatibi, orientasi utama dari maqgashid as-syariah adalah
memberikan perlindungan dan proteksi terhadap lima hal, yaitu agama, diri,
keturunan, akal, dan harta. Kelima aspek ini merupakan hal yang sangat
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fundamental dalam kehidupan, sehingga kerusakan pada salah satu aspek saja
akan menimbulkan implikasi negatif yang luar biasa.

Motivasi yang ke tiga adalah dari pemilihan perusahaan-perusahaan
yang terdaftar dalam Jakarta Index Islamic (JII) dikarenakan perusahaan-
perusahaan tersebut sudah memenuhi syarat dan ketentuan syariah dalam
menjalankan aktivitasnya. Penelitian tentang pelaksanaan dan pelaporan
aktivitas ISR unit bisnis syariah yang terdaftar dalam JII masih jarang
dilakukan di Indonesia. Penelitian terkait Indeks ISR dinilai sangat penting
untuk mendukung praktek Kkinerja sosial perusahaan-perusahaan yang
berbasis syariah. Selain itu dengan banyaknya pengungkapan ISR yang
diungkapkan maka maslahah akan tercapai dengan cara bermuamalah yang
sesuai dengan syariat Islam.

Berangkat dari pemikiran tersebut, maka peneliti merasa tertarik
untuk melakukan penelitian terkait pengujian bagaimana pengaruh
pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) terhadap maslahah dengan
muamalah sebagai variable moderating pada perusahaan-perusahaan yang
terdaftar di Jakarta Islamic Index (J11) tahun 2010 sampai tahun 2014 dengan
mengadopsi indeks ISR yang diterapkan Haniffa dan Othman dalam
penelitiannya.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan
mengambil judul “Pengaruh Pengungkapan Islamic Social Reporting
(ISR) terhadap Maslahah dengan Muamalah sebagai Variabel
Moderating (Studi Empiris pada Perusahaan-perusahaan yang terdaftar
di JII tahun 2010 sampai tahun 2014)”
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Identifikasi dan Pembatasan Masalah
Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat di identifikasi sebagai

berikut:

1.

Adanya kecenderungan aktifitas bisnis untuk melakukan aktifitas sosial
yang tidak sesuai berdasarkan QS. Al Bagarah : 188; QS. An Nisa : 29;
QS. Al Qamar : 49; QS. Al Hadid : 7; dan QS. Ar Rum : 41.

ISR merupakan upaya pelaporan aspek-aspek sosial dalam aktivitas
lembaga keuangan syariah dalam perspektif Islam yang dijadikan
sebagai sebuah alternatif untuk mengungkapkan yang seharusnya
dilakukan dalam kelemahan-kelemahan praktik di lembaga keuangan
syariah.

Pengungkapan ISR masih banyak yang belum di ungkapkan sehingga
belum terwujudnya maslahah. Maslahah merupakan konsideran utama
di dalam mengevaluasi nilai manfaat dan madharat dari kegiatan
ekonomi dan bisnis atau muamalah. Perintah untuk menilai manfaat dan
madharat, kemudian menimbang mana yang lebih besar, manfaatnya
ataukah madharatnya, telah Allah nyatakan secara eksplisit dalam QS 2
: 219.

Pemilihan perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Index
Islamic (JII) dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut sudah
memenuhi syarat dan ketentuan syariah dalam menjalankan aktivitasnya
dan pelaporan aktivitas ISR unit bisnis syariah yang terdaftar dalam JII

masih jarang dilakukan di Indonesia.

Pembatasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini terfokus pada rumusan

masalah yang diteliti, maka penelitian ini akan dibatasi oleh beberapa hal

yaitu :

1. Penelitian ini membahas tentang pengungkapan ISR terhadap maslahah

dengan muamalah sebagai variabel moderating pada perusahaan-
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perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII) yang tidak
pernah delisting selama kurun waktu tahun 2010 sampai tahun 2014.
Perusahaan — perusahaan tersebut telah mempublikasikan laporan
tahunannya (annual report) selama kurun waktu tahun 2010 sampai
tahun 2014.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam

penelitian ini adalah

1.

Apakah pengungkapan ISR dan muamalah berpengaruh terhadap
mashlahah secara simultan?

Apakah pengungkapan ISR berpengaruh terhadap mashlahah?

Apakah muamalah berpengaruh terhadap mashlahah?

Apakah muamalah memoderasi hubungan antara pengungkapan ISR

dengan mashlahah?

Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1.

Mengkaji pengaruh variabel ISR dan muamalah terhadap mashlahah
secara simultan pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index
ai).

Mengkaji pengaruh variabel ISR terhadap mashlahah pada perusahaan
yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII).

Mengkaji pengaruh variabel muamalah terhadap mashlahah pada
perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII).

Mengkaji variabel muamalah yang memoderasi hubungan antara
pengungkapan ISR dengan mashlahah pada perusahaan yang terdaftar

di Jakarta Islamic Index (JI1).
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1.4.2 Kegunaan Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-
pihak sebagai berikut :

1. Bagi Universitas dan rekan-rekan mahasiswa, khususnya mahasiswa
yang memilih kosentrasi akuntansi, dapat memperoleh tambahan
pengetahuan dan referensi mengenai faktor yang mempengaruhi
perusahaan yang terdapat pada Jakarta Islamic Index (JII) untuk
mengungkapkan Islamic Social Reporting (ISR).

2. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan
baru kepada investor dalam menilai kinerja perusahaan dan terwujudnya
kemashlahatan sehingga dapat dijadikan alat untuk pengambilan
keputusan investasi dengan memilih saham perusahaan yang terdapat
pada Jakarta Islamic Index (J11).

3. Bagi perusahaan yang terdapat di Jakarta Islamic Index (JII) diharapkan
dengan adanya hasil penelitian ini bisa lebih meningkatkan kinerja
perusahaan dan terwujudnya kemashlahatan yang lebih baik lagi,
sehingga dapat meningkatkan tanggung jawab sosial di luar perusahaan.

4. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat
untuk lebih memahami bagaimana cara menganalisis dan memecahkan
masalah—masalah yang nyata melalui teori mengenai pelaporan yang
dilakukan oleh perusahaan dalam hal ini adalah Islamic Social
Reporting (ISR).



